BUPATI BANYUMAS

PERATURAN EUPATI BANYUMAS

NOMOR : 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN EAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANYLIMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI EANYUMAS,

. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat keschatan

khususnya masyarakal miskin, Pemerintah
menatapkan Frogram Felayanan Kesshatan bagi
Masyarakat miskin melalu  Program Jaminan
Kesehalan Masyarakat (JAMKEEMAS).

. bahwa untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan

pelayanan kesehatan bagi masyaracat miskin sesual
huruf a, telah dialckasikan dana melalul bantuan

sosial dari APBD Kabupaten Banyumas,

bahwa agar pemanfaatan dana dalam huruf b dapat
tepat sasaran dan tepat guna perlu diatur
penggunaan dana kantuan scsial untuk pelayanan
kesehatan bagi masyara<at miskin di wilayah

Kabupalen Banyumas melalu Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang

Pembertukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam

Lingkungan Propins: Jawa Tengah,



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 100, tamhahan Lembaran Najara
Republik Indonesia Momor 34395),

. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentang
Fraklik Kedokteran {Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor 4431);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femarintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2004 RNomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republi< Indonesia Mcmor £437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nemor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nemor 32 Tahun 2004 tentang Femerintahan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangen Keuangan Antara Pemerintanan Pusat
Republik Indonesia dan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Megara Republic 'ndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4438),

. Kepulusan Mznten Kesehatan MNomor
12E/MENKES/SK!1/2008 tentang Pedorman
Fenyelenggaraan Program Jaminan Keseshatan
Masyarakat Tahun 2008;



Menetapkan

7. Peraturan Dasrah Kabupaten Banyumas Nomor 17

Tahun 2004 tentang Pembentuken, Susunan
Organisasl dar Tatakerga Dinas Kesehatan
Kabupatern Ezanyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2004 Nomer 16 Sen D).

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22

Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Eanyumas Tahun 2004 Nomar “4 Seri E)

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4

Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belana Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten
EBanyumas [Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2008 Nomor 1 Seri A)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG FENGGUNAAN

DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK FPEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BACI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2008

BAE
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Eanyumas;

. Bupati adalah Bupati Baryumas;

Dinas Kesehatlan adalah Dinas Kesenatan Kabupaten Banyumas;

Kepala [inas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehalan Kabupaten

Banyumas,



5. Femberi Pzlayanan Kesehatan adalah sarana pclayanan keschatan
masvyarakat yang meliputi Pusal Kesehatan Masvarakat (PUSKESMAS)
sebanai pemberi pelayanan kesehatan dasar, Rumah Sakit sebagai
pemberi palayanan kesehatan rujukanitingkat larjut dan Palang Merah
Indonesia (PMI) sebagai penyedia darah transfusi;

G. Bantuan Sosial adalah barntuan biaya pelayanan kesehatan yang
diberikan masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyumas yang diluar
Frogram JAMKESMAS;

7. Peserta JAMKESMAS adalah sefiap orang miskin terdaftar berdasarkan
Keputusan Bupati yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan biaya ditanggung Pemerintah mezlu  Program  Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibuklikan yang bhersangkutan
memiliki Kartu JAMKESMAS atau Surat Keterangan Tlidak Mampu
(SKTM) yang telah diverifkasi cleh Bagian Kesejahteraar Rakyat
Sekratariat Daeranh Kabupaten Banyumas;

B. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang
diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomis
oleh Kepala Dasa/Kelurahan dengan pengesahan dari Camat setampat.

BAB II
SUMBER DANA

Fasal 2

Sumber dana kantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di
Kabupatern Banyumas darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyumas |ahun Anggaran 2008,

BAB Il
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BEANTUAN SOSIAL

Fasal 3

Pemerintah Daerah memberikan kontribusi dalem menunjang dan melengkagi
pembiayaan pelayanan kesehatan bag masyarakat miskin yang di wilayah

kabupaten Banyumas dalam bentuk bantuar sosial yang dimanfaatkan untuk



1) Masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.

2) Selisih biaya pelayanan transfusi darah yang ditanggung dalam Program
JAMKESMAS dengan biaya berdasarkan Sural Kepulusan Gubernur
tentang Biaya Pengganti Pengnlahan Darah yang berlaku,

3) Biaya obal-obatan/alat kesehatan diluar formulanium Jaminan Kesehatan
Masyarakat sesuai Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun EGGE,

4) Selisih harga diluar jenis paket dan tarf pelayanan kesehatan sesuai
Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2008.

Paszal 4

Pergelola Dana adalah Badan Pengelolaan Xeuangan Daerah (BFKD)
Kabupaten Banyumas dan pencairan dana berdasarkan
permintaan/rekomerdasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Fasal &

Mekanisme pencairan dana bantuan sasial adalah sebagai berikut

1) Pemberi  Pelayanan Kesehatan mengajukan sural  permohonan
permintaan biaya xepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas
Kesehatan dengan mencantumkan jumlah biaya yarg diperlukan dan
melampirkan:

a. Fotocopy Kartu Peserta JAMKESMAS atau SKIM vyang telah
diverifikasi oleh Bagian Kesejahterazn Rakyat Sekratarial Daerah
Kabupaten Banyumas;

b. Folocopy SKTM, bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai
peserta JAMKESMAS

¢ Folocopy Catatan Madis yang bersangkutan,

2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat jaminan pernbiayaan yang tiperiukan
dan selanjutnya masyarakat miskin peserla Jamkesmas dan diluar peserta
Jamkesmas mendapaltkan pelayanan yang dibutuhkan

3) Pemperi Pelayanan Kesehatan dapal mengajukan xlzim apabia lelah
menyelesaikan pslayanan dan atau perawatan lerhadap pasien

sehagaimana Pasal 3, kepada Dinas Kesehalan.



4) Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pencairan dana kepada Badan
Pergeloiaan Keuangan Daerah sesuai aturan pencairan dana APBD yang
narlaku,  selanjutnya olen Dinas Kesehzatan dana diberikan kepada
pemben pelayanan dengan tunai ataupun transfer ke rckening Pzmbeni

Pelayanan Kesehatan.

EAR VI
PENUITUP
Pasal €

Peratluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sefiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundargan
Peraturan Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerzh

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkar di Purnwokerto

pada tanggai “ 0 JUL 2000

LDiundangkan di Furwokerto
p=da tanggal 10 Juli 2008

Plt, SEKRETARIS DAERAH XAB.BANTUMAS
//%( 7z N —
AM.SANTOSO ,5H. M _Hum

Perbina Utama Muds
NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KAB,EANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 31



